
barangkali karena disparitas

harga antara subsidi dan non-

subsidi yang cukup jauh apabi-

la ada pihak-pihak yang meng-

ambil kesempatan dalam ke-

sempatan, ini justru kami bisa

tahu bagaimana kita bisa

memproteksinya," ujarnya.

Melalui pendataan dan sis-

tem yang terintegrasi diharap-

kan penggunaan elpiji 3 kg be-

tul-betul menyasar masyara-

kat yang membutuhkan.

"Tujuan dari pencatatan ini un-

tuk memberikan efektivitas ter-

hadap sasaran masyarakat

yang membutuhkan. Jangan

sampai hak-hak masyarakat

yang membutuhkan sesuai

peruntukan diambil oleh ma-

syarakat yang tidak berhak,"

kata Ega.

Menurutnya, selain transfor-

masi subsidi elpiji 3 kg tepat

sasaran, Pertamina Patra

Niaga juga konsisten melaku-

kan perbaikan pelayanan ter-

utama dalam hal menjaga

ketepatan timbangan tabung

gas. Untuk memastikan se-

mua Stasiun Pengisian Bulk

Elpiji (SPBE) dan Stasiun

Pengisian dan Pengangkutan

Bulk Elpiji (SPPBE) mengisi

tabung LPG sesuai takaran,

selama seminggu terakhir ini

dilakukan inspeksi mendadak

(sidak) di sejumlah daerah. 

(Ant/Has)-f

Pencabutan izin BPR yang terus menerus,

tentu akan mempengaruhi kepercayaan ma-

syarakat terhadap BPR. Nasabah deposan

tentu akan berfikir ulang untuk menempatkan

dananya di BPR, meskipun simpanan di BPR

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS). Hal ini jelas akan semakin menambah

tekanan bagi BPR, ditengah persaingan ketat

industri perbankan, baik persaingan dengan

bank umum, ataupun persaingan dengan

lembaga keuangan non-bank, dan industri

keuangan digital misalnya fintech landing. 

Oleh karena itu, pencabutan izin BPR yang

dilakukan secara terus menerus, justru ada

potensi semakin menurunkan kinerja BPR.

Meskipun penutupan BPR tidak sehat bertu-

juan untuk memperbaiki industri BPR,  hal ini

justru bisa boomerang karena kepercayaan

nasabah deposan BPR yang menurun.

Fenomena yang terjadi pada industri BPR

saat ini, sebetulnya pernah terjadi pada indus-

tri bank umum pada krisis tahun 1998. Untuk

memperbaiki industri perbankan, saat itu di-

lakukan penutupan terhadap 16 bank umum

yang memiliki kinerja bisnis buruk. Dengan di-

tutupnya 16 bank, ternyata industri perbankan

bukan semakin membaik tetapi justru se-

makin memburuk karena terjadinya rush

dana nasabah. 

Pemerintah bahkan sampai harus men-

jamin seluruh simpanan untuk mengemba-

likan kepercayaan para nasabah deposan

terhadap perbankan di Indonesia.

Atas dasar kondisi tersebut, maka selanjut-

nya penyehatan industri perbankan tidak di-

lakukan dengan menutup bank yang memiliki

kinerja kurang baik, tetapi dilakukan dengan

penggabungan (merger) ataupun akuisisi.

Cara ini nampaknya cukup efektif dalam

memperbaiki industri perbankan, dan sekali-

gus menjaga kepercayaan masyarakat de-

posan. Merger yang cukup fenomenal adalah

merger Bank Mandiri (merger dari 4 bank

BUMN ), merger Bank Danamon (merger 11

bank) , dan merger Bank Permata (merger 5

bank).

Sampai saat ini bank-bank tersebut masih

beroperasi dan melayani masyarakat dengan

baik.

Belajar dari fenomena industri bank umum

diatas, dimana merger ataupun akuisisi dapat

menyelamatkan industri perbankan dengan

cukup baik, maka strategi merger dan akuisisi

seharusnya layak digunakan untuk mere-

strukturisasi industri BPR. Merger ataupun

akuisisi dari BPR yang bermasalah diharap-

kan dapat menjadi solusi tanpa harus menu-

tup BPR, sehingga kepercayaan nasabah de-

posan tidak terganggu.

Solusi restrukturisasi industri BPR dengan

tidak menutup BPR secara massive perlu di-

lakukan mengingat peran strategis BPR

dalam melayani dan mengembangkan seg-

men Usaha Mikro Kecil. Penutupan BPR me-

mang tidak berdampak sistemik. Namun bila

industri BPR terganggu karena kepercayaan

nasabah deposan yang menurun, akan

menimbulkan dampak negatif dalam pereko-

nomian. Seperti kita tahu Usaha Mikro Kecil

(UMK) dan sektor informal merupakan tulang

punggung bagi perekonomian kelas bawah.

Dalam melayani dan mengembangkan

Usaha Mikro Kecil, BPR memiliki kapasitas

dan skill (kemampuan) yang tidak diragukan

lagi. BPR memiliki pendekatan khas dalam

melayani nasabah mikro kecil, yang sulit ditiru

oleh lembaga keuangan lain, termasuk Bank

Umum.

Beberapa tahun lalu, ada sejumlah Bank

Umum mencoba masuk ke segmen pasar

mikro kecil dengan membentuk devisi simpan

pinjam dan sejenisnya. Tetapi tampaknya

Bank Umum tidak cukup tangguh dalam

melayani kelompok miro kecil tersebut, se-

hingga banyak yang berguguran. Kondisi ini

membuktikan bahwa pada kelompok mikro

kecil, skill BPR memang yang paling tangguh.

Padahal pengembangan kelompok mikro ke-

cil adalah salah satu bentuk pengembangan

ekonomi, yang tidak saja berfokus pada per-

tumbuhan, namun juga menyelesaikan pe-

merataan, pengangguran, dan bahkan pem-

berantasan kemiskinan. 

Peran strategis BPR inilah sebaiknya digu-

nakan sebagai dasar oleh otoritas industri ke-

uangan dalam mengawasi dan mengelola in-

dustri BPR.

Industri BPR layak mendapatkan dukung-

an dari program Pemerintah, sedemikian ru-

pa sehingga tekanan terhadap BPR tidak se-

makin berat namun tetap terdorong untuk

berkinerja baik sehingga memiliki daya saing

dalam berkempetisi dengan lembaga ke-

uangan lain. 

Pengelola BPR memang perlu diseleksi

secara ketat, sehingga BPR dapat berkem-

bang sebagai entitas lembaga keuangan

yang baik, terutama dalam melayani kelom-

pok mikro kecil. Diharapkan kedepan

Indonesia memiliki industri BPR yang tang-

guh, sehingga kesenjangan ekonomi, pen-

gangguran, dan kemiskinan dapat diturunkan

melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil de-

ngan infrastruktur industri BPR yang kuat.

(Penulis adalah Dosen Fakuktas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana, pengurus

ISEI DIY)-f
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jangka waktu tersebut. Hal ini penting untuk

memberikan rasa keadilan dan mendorong

partisipasi masyarakat. 

"Pekerja yang ikut serta dalam program

tersebut perlu dipastikan bakal mendapatkan

manfaat berupa rumah tinggal dalam kurun

waktu tertentu setelah membayar iuran.

Kepastian ini yang harus dijamin dalam

Tapera, agar pro dan kontra soal program ini

tidak berlarut-larut," terangnya.

Kebijakan Pemerintah mewajibkan iuran

Tapera termasuk bagi pekerja swasta, menu-

ai pro dan kontra. Dalam Peraturan

Pemerintah No 21/2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2020

tentang Tapera menetapkan besaran iuran

simpanan peserta sebesar 3 persen dari gaji

atau upah peserta. Iuran tersebut akan di-

tanggung bersama oleh pekerja dan pemberi

pekerja dengan porsi 2,5 persen dari gaji

pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusa-

haan atau pemberi kerja.

Bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin

Uno yang berlatar belakang pengusaha, ske-

ma iuran Tapera yang akan dipungut melalui

pemotongan gaji tak semestinya dipukul rata

berlaku bagi semua pekerja dan perusahaan.

Sandiaga menilai, setiap pekerja dan pe-

rusahaan memiliki kemampuan finansial

yang berbeda apalagi di tengah situasi eko-

nomi yang menantang dan biaya hidup yang

tinggi saat ini, khususnya bagi masyarakat ke-

las bawah. Sandi yang merupakan founder

perusahaan investasi Saratoga Investama

Sedaya itu pun menekankan pentingnya

mencari solusi tepat agar beban iuran tidak

hanya ditanggung pekerja atau Pemerintah

semata.

"Ada beberapa perusahaan yang sudah

siap karena bisnisnya menghasilkan cash

yang banyak. Namun, ada juga yang meng-

alami tantangan terutama padat karya. Ini

harus dicari sebuah equilibriumnya," kata

Sandi.

Diakui, mungkin tidak bisa suatu kebijakan

dipukul rata ke semua industri, tetapi harus di-

pilih mana industri yang bisa dan mana yang

tidak bisa. Di sisi lain, kebutuhan perumahan

rakyat merupakan keniscayaan. Apabila kebi-

jakan ini terus ditunda maka Gen Z tidak akan

pernah bisa memiliki rumah. 

"Memang ini pil pahit yang harus kita ambil,

tapi kita semua harus sama-sama.

Pemotongannya tidak bisa dibebankan ke

seluruh pihak," tegasnya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 ten-

tang Penyelenggaraan Tabungan Perumah-

an Rakyat. Kepesertaan Tapera ini menyasar

tak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi

juga pegawai swasta, BUMN, BUMD,

BUMDes, TNI-Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut

akan ditanggung bersama oleh pekerja dan

perusahaan.                                (Ria/Ant/San)-f

Ia beralasan Bawaslu merupakan pelak-

sana undang-undang, sehingga pihaknya

menghormati seluruh proses yang sudah

berjalan.

Kendati demikian, menurutnya, putusan

MA sedang ditunggu KPU untuk menyin-

kronkan Peraturan KPU (PKPU) No 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Guber-

nur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

"Kita tunggu dalam prosesnya, karena

KPU itu akan memasukkannya dalam PKPU

yang saat ini sudah dalam proses" jelasnya.

Sebagai informasi, MA mengabulkan per-

mohonan uji materiil Partai Garda Republik

Indonesia (Partai Garuda) terkait aturan

batas minimal usia calon kepala daerah.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan No 23

P/HUM/2024 yang diputuskan Majelis Hakim

MApada Rabu (29/5).

Dalam putusan tersebut, MAmenyatakan,

Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI

(PKPU) No 9 Tahun 2020 tentang pencalo-

nan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,

bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan

wakil walikota bertentangan dengan peratu-

ran perundang-undangan yang lebih tinggi,

yaitu UU No 10 Tahun 2016.

MApun menyatakan, pasal dalam peratu-

ran KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan

hukum sepanjang tidak dimaknai "...berusia

paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk

calon gubernur dan wakil gubernur dan 25

(dua puluh lima) tahun untuk calon bupati

dan wakil bupati atau calon walikota dan

wakil walikota terhitung sejak pasangan

calon terpilih".

Diketahui, pasal itu berbunyi bahwa Warga

Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon

gubernur dan wakil gubernur dengan meme-

nuhi persyaratan berusia paling rendah 30

tahun terhitung sejak penetapan pasangan

calon. Dengan dikabulkan-nya permohonan

Partai Garuda maka terdapat perubahan pa-

da syarat batas minimal usia dan titik penghi-

tungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MAberpenda-

pat, penghitungan usia bagi calon pe-

nyelenggara negara, termasuk calon kepa-

la daerah harus dihitung sejak tanggal pe-

lantikannya atau sesaat setelah berakhir-

nya status calon tersebut sebagai calon,

baik sebagai calon pendaftar, pasangan

calon maupun calon terpilih.               (Ant)-f

Kepala Badan Reserse dan Kriminal

(Kabareskrim) Komjen Pol Wahyu Widada di

Bareskrim Polri Jakarta, Minggu (2/6) mengatakan,

penangkapan terhadap bandar itu setelah Polri me-

nerima red notice dari Royal Thai Police pada tang-

gal 16 Februari 2024. "Buronan ini salah satu se-

orang pelaku kriminal yang telah ditetapkan seba-

gai buronan yang paling dicari di Thailand karena

telah melakukan berbagai kejahatan sebelum

akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersem-

bunyi," ungkapnya.

Dari hasil penyelidikan, buronan Chaowalit ma-

suk ke Indonesia melalui jalur laut dari perairan

Thailand menuju perairan Aceh menggunakan ka-

pal cepat pada tanggal 8 Desember 2023 dengan

menempuh waktu perjalanan 17 jam. Selanjutnya

yang bersangkutan memilih tinggal di Sumatera

Utara dengan nama samaran Sulaiman.

Selama berada di Indonesia, Chaowalit meng-

gunakan identitas palsu, KTP, maupun kartu keluar-

ga (KK) dan akta kelahiran yang dibuat oleh se-

orang warga negara Indonesia di Aceh berinisial

FS. "Sampai di Indonesia ada WNI berinisial FS

yang sebelumnya dikenalkan salah satu saksi di

Thailand untuk membantu buronan membuat iden-

titas palsu sebagai WNI atas nama Sulaiman.

Identitas palsu itu tersebut berupa KTP, KK, dan ak-

ta kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur,"

katanya.

Selama berada di Indonesia, katanya, Chaowalit

atau Sulaiman hidup dengan suplai uang yang

dikirim dari Thailand. Selama berada di Indonesia

ada WNI yang membantunya mengirimkan uang,

mengantar berpergian, hingga menemani selama

tinggal di Indonesia (seorang wanita).

Disebutkan pula, total ada delapan saksi yang

terkait dengan pelarian Chaowalit di Indonesia

yang sedang diburu penyidik Polri karena mem-

bantu buronan selama dalam pelarian. Chaowalit

tinggal berpindah-pindah dari satu apartemen ke

apartemen dan dari hotel ke hotel, dan beberapa

kali berganti-ganti yang menemani.

Chaowalit diketahui berapa di Bali sejak 20 Mei

2024 untuk berlibur. Selama berkomunikasi meng-

gunakan Google Translet karena tidak bisa berba-

hasa Inggris maupun bahasa Indonesia. "Yang di-

jelaskan oleh Thailand, Chaowalit terlibat kasus

narkoba di Thailand, salah satu bandar narkoba

yang besar di negara tersebut, kemudian melaku-

kan pembunuhan, termasuk pada saat melahirkan

diri. Sebenarnya sudah ditangkap dan ditahan, ke-

mudian melarikan diri saat izin berobat gigi di salah

satu rumah sakit di Thailand," kata Komjen Pol

Wahyu.

Meski selama di Indonesia tidak ada catatan

kriminalitas, Chaowalit adalah buronan paling

berbahaya di Thailand karena telah membunuh se-

orang polisi dan beberapa orang yang diduga saksi

kasus perkaranya. Sekretaris Jenderal Badan

Pengawasan Narkotika Thailand Phanurat

Lukboon mengapresiasi kinerja Polri dalam mem-

bantu menangkap buronan nomor satu di

negerinya. Hal ini mengingat kejahatannya cukup

besar, yakni membunuh aparat, yang berdampak

pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

aparat di sana.                                             (Ant/Has)-f

Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan

Shayne Pattynama di lini belakang untuk

membetengi gawang Ernando Ari. Di sektor

tengah, trio Ivar Jenner, Marselino Ferdinan,

dan Thom Haye menjadi andalan untuk

menyuplai bola untuk duet penyerang Rafael

Struick dan Ragnar Oratmangoen.

Komposisi ini membuat permainan

berlangsung ketat di menit-menit awal, sem-

pat ditekan oleh Tanzania lewat peluang

Abraham di menit ke-5, Indonesia mem-

balas lewat sundulan Shayne Pattynama

yang sukses ditepis Ally Salim beberapa

menit berselang. Memasuki menit ke-20, tu-

an rumah kembali mendapatkan peluang

dari kaki Thom Haye, sayang bola hasil sep-

akannya mampu ditangkap kiper dengan

mudah.

Beberapa menit selepasnya, aksi

Ernando keluar dari sarangnya nyaris berak-

ibat fatal bagi gawang Indonesia. Beruntung,

peluang Tanzania mencetak gol bisa diga-

galkan lini belakang Skuad Garuda. Selepas

itu, peluang emas didapat Rafael Struick

yang sudah dalam posisi satu lawan satu de-

ngan kiper lawan di menit ke-24. Sayang

peluang ini gagal dimaksimalkan untuk men-

jadi gol. Kegagalan tersebut membuat skor

0-0 menutup paruh pertama laga.

Memasuki babak kedua, Pelatih Timnas

Indonesia Shin Tae-yong mulai melakukan

perubahan strategi dan mengganti pemain-

nya. Tercatat, di babak kedua ini ada 10 pe-

main baru yang dimasukkan secara ber-

gelombang. Gelombang pertama empat pe-

main anyar masuk, yakni Ricky Kambuaya,

Pratama Arhan, Muhammad Ferarri, dan Adi

Satryo menggantikan Ivar Jenner, Shayne

Pattynama, Asnawi Mangkualam, dan

Ernando Ari.

Gelombang kedua giliran Egy Maulana

Fikri, Dimas Drajad, dan Nathan Tjoe-A-On

masuk menggantikan Ragnar Oratma-

ngoen, Rafael Struick, dan Thom Haye. Dan

pergantian terakhir dengan memasukkan

Justin Hubner, Malik Risaldi, dan Yakob Sa-

yuri untuk mengisi posisi Sandy Walsh, Jordi

Amat, dan Marselino Ferdinan. Sayang, pe-

rubahan ini tetap tak banyak membantu

Indonesia untuk mencetak gol dan skor 0-0

tak berubah hingga laga usai.                 (Hit)-f

Selain para jemaah, pengemudi dan kenek bus

uga turut ditahan. "Mereka menyewa bus seharga

17 ribu riyal," tambahnya.

Operasional layanan jemaah haji gelombang

pertama di Madinah secara keseluruhan telah di-

laksanakan. Kecuali jemaah yang masih dirawat di

Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan rumah

sakit di Madinah, seluruh jemaah di Madinah telah

diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk

melaksanakan umrah wajib dan dilanjutkan men-

jalani tahapan puncak haji. 

Sementara itu, Petugas Penyelenggara Ibadah

Haji (PPIH) Daerah Kerja Madinah, melepas rom-

bongan terakhir Gelombang I dari Kloter BPN 07

usai mengambil miqat di Bir Ali dan berangkat

menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib

pada pukul 09.34 WAS. "Direncanakan, PPIH

Daker Madinah akan diberangkatkan menuju

Makkah Senin (3/6),"  kata Anggota Media Center

Kemenag Widi Dwinanda.

Disampaikan Widi, bagi jemaah yang  masih di-

rawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)

dan rumah sakit di Madinah, setelah melakukan

pendataan, PPIH akan membawa jemaah tersebut

ke Makkah diantar petugas setelah sebelumnya,

pembimbing ibadah  PPIH memfasilitasi jemaah

sakit tersebut untuk miqat dan berihram di Masjid

Bir Ali. 

Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan

Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menerbitkan

Surat Edaran (SE) Dirjen PHU No 04 Tahun 2024

tentang Petunjuk Teknis Pembayaran DAM/Hadyu

Tahun 1445 H/2024 M. 

Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie mengata-

kan, edaran ini terbit sebagai bagian dari upaya

perlindungan kepada jemaah haji sekaligus

memastikan pengelolaan pemotongan dam ber-

jalan sesuai ketentuan syariah. 

"Edaran terbit selain agar pelaksanaan dam se-

suai ketentuan hukum Islam atau Syariah

Compliance, juga dalam rangka mengoptimalkan

pemanfaatan daging hewan dam/hadyu (utilization

of meat)," sebut Anna Hasbie, kemarin.

Hal itu, juga bagian dari upaya standardisasi, ra-

sionalisasi, akuntabilitas dan keseragaman pemba-

yaran dam jemaah dan petugas haji. Selain terkait

besaran biaya dam, edaran ini juga menginfor-

masikan lembaga yang bisa menjadi tempat mem-

bayar dam, yaitu Rumah Pemotongan Hewan atau

RPH Al-Ukaisyiyah dan RPH Adhahi. 

Dalam petunjuk teknis ini, lanjut Anna, terdapat

standar dan komponen biaya DAM yang dapat di-

jadikan acuan para jemaah dan petugas. Untuk

RPH Adhahi, biaya yang dibayarkan sebesar SR

720. "Ini untuk membayar tujuh komponen, yaitu

harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan,

pembersihan perut, pendinginan (storage cold),

packing serta biaya pengiriman dan distribusi. 

Sementara, bila jemaah dibayarkan ke RPH Al

Ukaisyiyah dikenakan biaya sebesar SR 580.

Pembayaran DAM di RPH Al Ukaisyiyah meliputi

delapan komponen, yaitu harga kambing, jasa

penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut,

pendinginan, packing, pengolagan daging dengan

proses retort serta biaya pengiriman dan distribusi. 

(Jon/Ati)-f


